BUPATI DEMAK SALINAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 95 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 58
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 7

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019
beserta perubahannya;

. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan
Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan
Kesehatan Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah
Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 900/14075/SJ tentang Penyesuaian Iuran Jaminan
Kesehatan Pada Pemerintah Daerah, perlu dilakukan
penyesuaian besaran iuran jaminan kesehatan;

. bahwa guna mengakomodir penyesuaian besaran iuran

sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Peraturan Bupati
Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 perlu diubah
untuk keempat kali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;



Mengingat

[

.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi,
Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 6398);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5274);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengeloalaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor 3);



Menetapkan

25.

26.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor 15);

Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang
Panjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 58)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Demak Nomor 91 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 58
Tahun 2019 tentang Panjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2019 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 58
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak
Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Demak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2019 Nomor 58) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak
Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 91) diubah,
dengan perubahan/pergeseran anggaran pada Dinas
Kesehatan dengan daftar perubahan/pergeseran anggaran
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI DEMAK,
TTD
HM. NATSIR
Diundangkan di Demak
pada tanggal 18 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 95

Mengetahuu:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR 95 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR PERUBAHAN/PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

SEMULA MENJADI
No Kode Rekeni Perubahan APBD T.A. 2019 Jumlah Kode Releni Pergeseran setelah Perubahan Jumlah Tambah/Kurang
ofe . wn ode Rexening APBD T.A. 2019 umla Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |PPKD

4.04 .4.04.01.00.00 . 4.2
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1

4.04.4.04.01.00.00.4.2.2

4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.3
Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01 . 24.12

1.02.1.02.01.24.12.5.2.2

1.02.1.02.01.24.12. 5.2.2.04

1.02.1.02.01.24.12 . 5.2.2.04.01

DANA PERIMBANGAN
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Pelayanan kesehatan masyarakat
miskin kuota JKN ( Peserta PBI)

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Premi Asuransi

Belanja Premi Asuransi Kesehatan

1.291.483.599.114,00
38.926.232.000,00

940.404.778.000,00

312.152.589.114,00

8.549.036.000,00

8.549.036.000,00

8.549.036.000,00

8.549.036.000,00

4.04 .4.04.01.00.00. 4.2
4.04 . 4.04.01 . 00.00 . 4.2.1

4.04 . 4.04.01.00.00.4.2.2

4.04 . 4.04.01.00.00.4.2.3

1.02.1.02.01.24.12

1.02.1.02.01.24.12.5.2.2

1.02.1.02.01.24.12.5.2.2.04

1.02.1.02.01.24.12 . 5.2.2.04.01

DANA PERIMBANGAN
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Pelayanan kesehatan
masyarakat miskin kuota JKN
( Peserta PBI )

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Premi Asuransi

Belanja Premi Asuransi Kesehatan

1.297.440.954.114,00
38.926.232.000,00

946.362.133.000,00

312.152.589.114,00

14.506.391.000,00

14.506.391.000,00

14.506.391.000,00

14.506.391.000,00

5.957.355.000,00
0,00

5.957.355.000,00

0,00

5.957.355.000

5.957.355.000

5.957.355.000

5.957.355.000

Peraturan Menteri
Keuangan RI Nomor
166/PMK.07/2019
Tentang Dana Alokasi
Umum Tambahan
Bantuan Pembayaran
Selisih Perubahan
Turan Jaminan
Kesehatan Penduduk
Yang Didaftarkan
Oleh Pemerintah
Daerah

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR




